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Abstract 
The formulation of the problem in this study is how the quality of pension administration 
services in the central sulawesi provincial civil service agency. This research was analyzed 
descriptively qualitatively. As for the informants in this study were the head of the mutatin 
departement, the head of the pension sub sector, 2 (two) pension administration management staff 
and 4 (four) candidates who had received pension administration services carried out by purposive 
sampling technique. Data colection and retrieval techniques consist of observation, interviews and 
documentation. The theory used to determine the quality of pension administration services is the 
theory of parasuraman, zeithaml and berry wich consists of tangibles, reliability, responsiveness, 
assurance, empathy.The result of the study show that the quality of pension administration services 
in the central sulwesi provincial personnel aggency in terms of reliability, responsiveness, 
assurance and emphaty show a good level of service quality because of all these aspects there is 
nothing to hinderquality of pension administration services so as to make prospective retirees well 
served and qualified.Whereas in the tangibles aspect there are problems with inadequate 
supoporting facilities and infrastructure, such as the avaliability of poorly functioning air 
conditioners, inadequate toilets, irregular parking areas and less extensiveservice spaces that 
provide inconveniencefor prospective retirees. 




Upaya peningkatan kinerja organisasi 
pemerintah merupakan suatu kewajiban yang 
harus dilakukan secara terus-menerus dan 
berkesinambungan guna dapat mewujudkan 
kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan 
untuk melestarikan kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintahnya. Dalam 
penyelenggaraaan pemerintahan tidak terlepas 
dari bagaimana hubungan antara pemerintah 
dengan yang diperintah, hubungan ini tidak 
terlepas dari suatu proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang benar-benar menunjukan 
suatu tanggung jawab yang besar terhadap 
masyarakat yang di diayominya, guna 
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik 
atau lebih popular disebut good governance. 
Salah satu proses mewujudkan suatu tata 
pemerintahan yang baik ini adalah melalui 
pelayanan publik. Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang ASN pada pasal  4 
disebutkan bahwa ASN sebagai provesi 
berlandaskan prinsip nilai dasar memberikan 
layanan kepada publik secara jujur, tanggap, 
cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil 
guna dan santun. Seiring dengan adanya Visi 
dan kebijakan mutu Badan kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka 
kualitas Pelayanan menjadi fokus utama, 
sebagai garda terdepan, Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dilandasi 
adanya kenyataan bahwa masih banyak 
pegawai yang bekerja dengan gaya lamban, 
kurang efektif dan tidak terlalu efisien 
sehingga muncul gagasan dari Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah untuk memberikan spirit kepada 
seluruh jajaran stafnya. Diharapkan dengan 
adanya spirit kepada seluruh Jajaran stafnya 
akan selalu ada usaha untuk meningkatkan 
kinerja.  
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 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah lembaga yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi dalam mengelola 
manajemen kepegawaian, berusaha 
semaksimal mungkin melaksanakan tugas 
sebagai pemberi pelayanan di bidang 
kepegawaian, seperti pelayanan Administrasi 
Pensiun. Kegiatan pelayanan Administrasi 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah Mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 tahun 2017 tentang Pemberhentian 
karena mencapai usia pensiun. 
 Dalam Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri 
dan janda/dudanya, antara lain ditegaskan 
bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan 
sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama 
bertahun-tahun bekerja dalam dinas 
pemerintahan. Pensiun sebagai pengahragaan 
baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat 
waktu dan tepat pada penerimanya, oleh sebab 
itu menjadi kewajiban dari setiap pejabat 
pengelola bidang pensiun untuk bekerja 
profesional dalam memberikan pelayanan 
administrasi pensiun agar pemberian pensiun 
itu diberikan kepada yang berhak dengan tepat 
waktu.  
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
dirancang dan diselenggarakan untuk 
mengatasi permasalahan pelayanan publik di 
Indonesia dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat pengguna jasa. Namun, masih 
terdapat kesenjangan persepsi antara 
masyarakat pengguna jasa dan aparat 
birokrasi mengenai kualitas pelayanan publik 
sehingga kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh organisasi akan menciptakan suatu 
penilaian dari masyarakat. Melalui penilaian 
tersebut masyarakat akan mengetahui 
organisasi publik tersebut baik atau buruk 
dalam memberikan pelayanan. 
Pada tahun 2015 Pegawai yang pensiun 
sebanyak 231 orang dengan rincian pensiun di 
golongan II 26 orang, golongan III 131 orang 
dan golongan IV 74 orang. Tahun 2016 
pegawai yang pensiun berjumlah 323 orang 
yang terdiri dari golongan II 51 orang, 
golongan III 147 orang dan golongan IV 74 
orang. Pada tahun 2017, jumlah pegawai yang 
pensiun adalah 329 orang yang terdiri dari 
golongan II 18 orang, golongan III 211 orang  
dan golongan IV 100 orang. Sedangkan pada 
Tahun 2018 pegawai yang pensiun di 
golongan II 13 orang, golongan III 167 orang 
dan golongan IV 92 orang. Adapun alasan 
pegawai mengajukan pensiun yankni, pensiun 
karena telah mencapai batas usia pensiun, atas 
permintaan sendiri dan pensiun karena 
meninggal dunia. 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya 
fakta yang menunjukkan kualitas pelayanan 
Administrasi Pensiun yang diberikan BKD 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
menjalankan tugas memberikan pelayanan 
kepada calon pensiunan belum mencapai 
tujuan yang diinginkan, secara umum masih 
terdapat banyak kelemahan. Adapaun 
kelemahan atau kekurangan dalam pelayanan 
administrasi pensiun BKD provinsi Sulawesi 
Tengah yang peneliti dapatkan yakni dari 
segi Tangibles, dimana sarana dan prasarana 
yang kurang memadai seperti adanya 
pendingin ruangan yang tidak berfungsi, 
ruangan pelayanan yang kecil, dan 
kurangnya ketersediaan toilet/wc yang layak 
pakai. Selain itu area parkir yang belum 
sesuai pengaturannya seperti tidak adanya 
pemisahan area parkir antar pegawai BKD 
dan pengunjung atau tamu.  Meskipun BKD 
sudah berusaha melayani dengan baik 
dengan harapan calon pensiunan yang 
memperoleh pelayanan administrasi pensiun 
merasa terpuaskan, namun kenyataan 
menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan 
calon pensiunan atas pelayanan administrasi 
pensiun yang belum sesuai dengan keinginan 
mereka. Ini berarti kualitas pelayanan 
administrasi pensiun BKD Provinsi Sulawesi 
tengah belum memenuhi criteria sesuai 
dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan 
oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam 
Pasolong, 2007: 135), yang 
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mengidentifikasikan lima dimensi pokok 
kualitas pelayanan yang disusun sesuai urutan 
tingkat kepentingan relatifnya, yakni Bukti 
fisik (tangibles), Keandalan (reliability),Daya 
tanggap (responsiveness),Jaminan (assurance) 
dan, Empati (empathy). 
Berdasarkan hasil observasi awal 
dimana peneliti melihat langsung proses 
pelayanan administrasi pensiun pada BKD 
Provinsi Sulawesi Tengah disertai 
wawancara tidak terstruktur yang peneliti 
lakukan baik kepada calon pensiunan 
maupun kepada pegawai pejabat/pengelola 
dibidang pensiun, peneliti menemukan 
beberapa masalah penting. Dari segi 
tangibles (bukti fisik) peneliti melihat lahan 
parkir yang kurang memadai, ruangan 
tempat pelayanan agak sempit, pendingin 
ruangan yg tidak berfungsi dengan baik serta 
kurangnya ketersediaan WC / toilet yang 
layak pakai. Dari segi reliability (keandalan) 
kurangnya kemampuan/ pengetahuan untuk 
mengoperasikan alat bantu (computer) dan 
keakuratan waktu pelayanan yang mengacu 
pada standar operasional prosedur yang 
jelas. Responsiveness (daya tanggap) 
pegawai pengelolah administrasi pensiun 
masih kurang terhadap keluhan yg 
disampaikan oleh calon pensiunan yang  
mengurus administrasi pensiun. Sedangkan 
dari segi assurance (jaminan) kesopanan, 
kesantunan dan tutur kata dalam memberikan 
informasi yang dapat dipercaya, dan jaminan 
atas pengetahuan, kemampuan pegawai/ 
pengelola administrasi pensiun dalam hal 
menanamkan kepercayaan kepada calon 
pensiunan yang mengurus pensiun masih 
kurang. Dan yang terakhir dari segi Empathy 
(empati) peneliti melihat masih adanya 
kekurang pedulian atas keinginan  /keluhan 
calon pensiunan yang dilakukan oleh 
pegawai/pengelolah administrasi pensiun. 
Adapun alasan peneliti memilih judul 
penelitian ini karena beberapa hal, yakni : 
pertama, fenomena yang dijadikan objek 
penelitian yang tercakup dalam asumsi 
terhadap fenomena merupakan objek kajian 
bagi penerapan disiplin ilmu yang peneliti 
pelajari selama mengikuti program Magister 
Administrasi Publik. Kedua, karena judul 
penelitian lahir dari asumsi terhadap fenomena 
yang dijadikan objek penelitian, maka peneliti 
menganggap bahwa judul penelitian yang 
dipilih termasuk suatu konsep gagasan yang 
original dan mungkin saja belum ada pihak 
yang meneliti dengan judul yang sama. Yang 
terakhir, peneliti yakin konsep penelitian yang 
disusun dengan judul Kualitas Pelayanan 
Administrasi Pensiun BKD Prov. Sulteng 
dapat memberi manfaat yang optimal bagi 
penyelesaian tugas akhir studi, serta 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam hal ini BKD Prov. 
Sulteng guna terwujudnya pelayanan  
administrasi pensiun yang berkualitas. 
Hasil penelitian diharapkan akan 
didapatkan masukan yang membangun untuk 
meningkatkan kualitas mutu pelayanan 
administrasi pensiun BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah, pejabat/pengelola administrasi 
pensiun diharnapkan mampu mengetahui atau 
mengidentifikasi apa yang menjadi harapan 
calon pensiunan ketika mendapat pelayanan. 
Kepuasan calon pensiunan akan tercapai bila  
memperoleh  pelayanan  yang  sesuai  dengan  
harapannya.  Untuk  mengukur kualitas  
pelayanan, diperlukan  metode  pengukuran  
yang  dapat  menggambarkan tingkat kualitas 
pelayanan penyedia jasa pelayanan. Oleh 
karena itu melihat dari masalah diatas peneliti 
melakukan penelitian ini dengan menggunakan 
indikator kualitas pelayanan yang 
dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan 
Berry yakni: 
1. Tangibles (bukti fisik) yaitu ketersediaan 
sarana dan prasarana yang digunakan dalam 
memberikan pelayanan, karakter 
pegawai/petugas pelayanan dalam melayani 
masyarakat, dan memberikan pelayanan 
yang sopan dan ramah. Ruang lingkupnya 
adalah gedung, tempat parkir, peralatan 
pendukung pelayanan, ruang pelayanan dan 
kerapihan/penampilan pegawai dalam 
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memberikan pelayanan Administrasi 
Pensiun PNS. 
2. Reliability (Kehandalan) yaitu kemampuan 
pegawai/petugas pelayanan untuk 
mengoperasikan alat bantu dalam proses 
pelayanan dan keakuratan waktu pelayanan 
yang diberikan mengacu pada Standar 
Operasional Prosedur yang jelas. 
3. Responsiveness (Daya Tanggap) yaitu 
kesediaan pegawai/petugas pelayanan  
membantu PNS/ASN yang mengurus 
Pensiun yang mengalami kesulitan secara 
cepat, dan ketanggapan pegawai terhadap 
keluhan yang disampaikan oleh PNS/ASN 
terkait dengan pelayanan Administrasi 
Pensiun. 
4. Assurance (Jaminan) yaitu jaminan yang 
diberikan pegawai/petugas pelayanan, 
dalam memberikan pelayanan tingkat 
kesopanan, kesantunan dan tutur kata dalam 
memberikan informasi yang dapat 
dipercaya, dan jaminan atas pengetahuan, 
kemampuan dalam menanamkan 
kepercayaan terhadap PNS/ASN yang akan 
mengurus Pensiun.  
5. Empathy (Empati) yaitu pelayanan yang 
diberikan pegawai/petugas pelayanan sesuai 
dengan aturan prosedur yang ada, dan 
memiliki tingkat kepedulian yang 
tinggiterhadap calon Pensiunan dengan 
memilih judul : “Kualitas Pelayanan 
Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian 




Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif. Menurut Satori dan Komariah 
(2011:22-25), bahwa penelitian kualitatif dapat 
didesain untuk memberikan sumbangannya 
terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-
masalah sosial dan tindakan. Penelitian 
kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian 
yang mengungkapkan situasi sosial tertentu 
dengan mendiskripsikan kenyataan secara 
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 
dengan teknik pengumpulan dan analisis data 
yang relevan yang diperoleh dari situasi yang 
alamiah. Dengan demikian, penelitian 
kualitatif tidak hanya sebagai upaya 
mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut 
merupakan hasil dari pengumpulan data yang 
sahih yaitu melalui wawancara mendalam, 
observasi partisipasi, studi dokumen, dan 
dengan melakukan triagulasi.Ide dasarnya 
adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat 
dipahami dengan baik sehingga diperoleh 
kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 
berbagai sudut pandang. 
Penelitian ini dilakukan di BKD Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan pertimbangan bahwa 
BKD Provinsi Sulawesi Tengah terus 
berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya 
khususnya pelayanan administrasi pensiun, 
sehingga penulis tertarik untuk melakukan 
penilaian terhadap  kualitas pelayanan yang  
diberikan. Waktu penelitian dilakukan 
semenjak diterbitkannya izin penelitian sampai 
dengan selesai. Informan adalah orang yang 
memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 
2002). Adapun yang penulis tetapkan menjadi 
informan adalah mereka yang terlibat langsung 
pada kegiatan administrasi pensiun yakni: 
Kepala Bidang Mutasi, Kepala Sub Bidang 
Pensiun,2 (dua) Staf pengelola administrasi 
Pensiun, 4 (empat) calon pensiunan yang 
sudah mendapatkan pelayananan administrasi  
pensiun. dengan mengunakan teknik 
purposive, yaitu dengan memilih orang-orang 
yang dianggap mengetahui dan mampu 
memberikan informasi yang relevan dengan 
fokus permasalahan yang akan diteliti.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kualitas pelayanan merupakan suatu 
derajat atau tingkat kesempurnaan dari suatu 
barang atau jasa pelayanan yang diberikan 
kepada seseorang dalam rangka memenuhi 
kebutuhan atau memenuhi harapan sesorang. 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai 
pemberi layanan (melayani) keperluan 
sesorang atau masyarakat yang mempunyai 
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kepentingan pada suatu organisasi sesuai 
dengan aturan pokok dan tata yang telah 
ditetapkan. Mengingat peran layanan dalam 
suatu organisasi maka setiap organisasi publik 
yang berkaitan dan berhadapan langsung 
dengan masyarakat hendaknya perlu selalu 
meningkatkan kualitas pelayananya. 
Badan Kepegawaian Daerah yang 
memberikan khususnya pelayanan 
administrasi pensiun harus memperhatikan 
kualitas pelayanan  yang diberikannya. 
Pelayanan yang diberikan haruslah pelayanan 
yang tidak membeda-bedakan status sosial 
dalam masyarakat dan tentunya memberikan 
pelayanan yang prima sehingga terwujudnya 
pelayanan yang berkualitas. 
Untuk mengetahui kualitas pelayanan 
administrasi pensiun pada Bdan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah penulis 
mengacu kepada dimensi kualitas pelayanan 
yang dikemukakan oleh Parasuraman, 
Zeithaml, dan Berry (dalam Pasolong, 
2007:135), mengidentifikasikan lima dimensi 
pokok kualitas pelayanan yang disusun sesuai 
urutan tingkat kepentingan relatifnya, yakni 
Bukti fisik (tangibles), Kehandalan 
(reliability), Daya tanggap (responsiveness), 
Jaminan (assurance) dan Empati (empathy). 
pegawai seperti pengembangan karir, mutasi, 
promosi pekerjaan, dan kompensasi.  
 
Tangibles (Bukti Fisik) 
Dimensi tangible dalam penelitian ini 
mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, dan 
penampilan petugas pelayanan. Hal ini 
berkaitan dengan hal-hal yang terlihat dalam 
pelayanan seperti Lahan Parkir, 
gedung/ruangan untuk memberikan pelayanan 
yang bersih, nyaman, serta ruang tunggu yang 
di lengkapi dengan kursi dan toilet dan papan 
brosur informasi proses administrasi pensiun 
yang tidak kalah pentingnya bagi kelancaran 
proses administrasi pensiun..  Dengan 
demikian, semakin baik fasilitas fisik tersebut 
menurut persepsi pengguna layanan maka 
akan mempengaruhi penilaiannya terhadap 
kualitas pelayanan. Dalam hal ini, Menurut 
Parasuraman (2001:78): “Masyarakat akan 
mempunyai persepsi bahwa suatu birokrasi 
mempunyai kualitas pelayanan yang baik bila 
memiliki sarana fasilitas fisik perkantoran, 
perlengkapan, ruang tunggu, dan lain-lain serta 
penampilan (kerapian) personil secara fisik 
dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan (Kabid Mutasi, Kasub Pensiundan 2 
(dua) orang Staf Pengelola) dan pengamatan 
lapangan, penulis mendapatkan perbedaan 
pernyataan antara informan sebelumnya 
dengan yang lain dimana, masih terdapat 
beberapa sarana penunjang lainnya yang 
kurang memamdai yang bisa menimbulkan 
ketidak nyamanan bagi calon pensiunan. 
kondisi sebenarnya yang ada di BKD Prov. 
Sulteng khususnya Sub Bidang pensiun, sudah 
cukup memadai walaupun masih ada beberapa 
fasilitas yang perlu dibenahi sesuai kebutuhan 
dalam pelayanan. Sebagaimana pernyataan 
dari  empat informan kunci yang pernah 
mendapat pelayanan administrasi pension 
yakni Bapak Anwar, Bapak Rasyid, Ibu Hadija 
Umar dan Ibu Ujiati dimanaperlu adanya 
perbaikan sarana pendukung pelayanan seperti 
ketersediaan pendingin ruangan yang memadai 
agar dapat memberikan kenyamanan pada 
calon pensiuan. Selain itu,area parkir perlu 
dilakukan penataan kembali, misalnya 
pemisahan area parkir khusus kendaraan roda 
dua dan roda empat, serta pemisahan area 
parkir khusus pegawai BKD dan 
pengunjun/Tamu. Dan tidak kalah pentingnya 
perlu memperhatikan  ketersediaan WC layak 
pakai. 
Berhubungan dengan sikap dan tampilan 
pegawai yang memberikan pelayanan kepada 
calon pensiunan, berdasarkan pernyataan yang 
dikemukakan oleh informan tersebut, bahwa 
tidak ada alasan sedikitpun bagi pegawai untuk 
tidak memperhatikan penampilan yang 
menarik, dengan kata lain bahwa setiap 
pegawai harus terlihat rapi dan sopan pada saat 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
dan berdasarkan observasi yang dilakukan, 
penampilan petugas dalam pelayanan sudah 
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sesuai dengan harapan masyarakat yaitu 
terlihat menarik, rapi dan sopan. 
Pelayanan yang baik tidak hanya diukur 
dari seberapa cepat seorang pegawai 
memberikan pelayanan kepada calon pensiun. 
Tetapi menurut penulis, pelayanan yang baik 
adalah pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat sesuai dan berdasarkan pada 
standar-standar pelayanan, seperti 
berpenampilan menarik, rapi, ramah, cepat, 
tepat, murah dan berkeadilan.  
Berdasarkan pernyataan keempat 
informan (calon pensiunan yang sudah 
mendapatkan pelayanan administrasi pensiun), 
dapat disimpulkan bahwa penampilan pegawai 
dalam memberikan pelayanan sudah sesuai 
dengan keinginan calon pensiunan yaitu 
pemberi pelayanan terlihat rapi dengan 
pakaian yang digunakan. Penampilan dan 
kerapihan merupakan suatu keharusan yang 
tidak tertulis tetapi mutlak harus dilaksanakan, 
khususnya dalam memberikan pelayanan 
kepada calon pensiunan. Dengan demikian 
penampilan dalam melayani masyarakat harus 
selalu menjadi perhatian dari pimpinan agar 
setiap pegawai/bawahan selalu 
memperlihatkan keraphian dan penampilan 




Reliability merupakan kemampuan 
untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 
secara cermat, sesuai dengan standar, 
kemampuan dan keahlian para staf pengelola 
administrasi pensiun. Kemampuan pemberi 
layanan untuk  memberikan pelayanan sesuai 
dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan 
terpercaya. Oleh karena itu, pelayanan yang 
diberikan harus sesuai dengan harapan 
masyarakat yang berarti ketepatan waktu, 
pelayanan yang sama untuk semua masyarakat 
tanpa kesalahan dan dengan akurasi yang 
tinggi. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan 
mencerminkan kredibilitas penyedia jasa 
pelayanan. Aspek reliability /kehandalan 
dalam penelitian ini ditentukan oleh 
kemampuan staf pengelola administrasi 
pensiun dalam memberikan pelayanan dan 
keakuratan pelayanan sesuai dengan standar 
operasional prosedur (SOP) pelayanan yang 
jelas. 
Dari petikan hasil wawancara dengan 
Kabid Mutasi, Kasub Pensiun dan 2 (dua) 
orang staf pengelola Administrasi pensiun 
menggambarkan bahwa seluruh staf pengelola 
administrasi pensiun, sudah mampu 
memberikan pelayanan secara cermat, sesuai 
dengan SOP yang berlaku dan mempunyai 
keahlian dalam hal menggunakan alat bantu 
seperti computer dan lain sebagainya. Dengan 
demikian menurut pengamatan penulis bahwa 
seluruh staf pengelola administrasi pensiun 
sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai 
Standar Operasional Prosedur untuk 
menunjang pelayanan yang diberikan kepada 
calon pensiunan. 
Dalam memberikan layanan pegawai 
yang ada di sub. Bidang pensiun sudah 
memiliki kemampuan yang memadai dan ini 
artinya bahwa dalam hal kemampuan 
memberikan layanan mereka sudah tidak dapat 
diragukan lagi dan ini merupakan bagian dari 
pelayanan yang berkualitas. Sehingga tingkat 
kehandalan yang ditunjukkan oleh satf 
pengelola adminisrrasi pensiun sudah bisa 
dikategorikan baik. 
Adapun hasil wawancara yang 
dikemukakan oleh para informan kunci (calon 
pensiunan yang sudah mendapat pelayanan) 
dapat disimpulkan bahwa staf pengelola 
administrasi pensiun memiliki kemampuan 
yang memadai dalam memberikan pelayanan. 
Ini karena hal tersebut sudah merupakan 
rutinitas pekerjaan mereka sehingga mereka 
memiliki kemampuan yang tidak perlu 
diragukan lagi. 
Selain membahas masalah kemampuan 
staf pengelola dalam memberikan pelayanan, 
maka selanjutnya akan dibahas keakuratan 
dalam memberikan pelayanan administrasi 
pensiun. Untuk mengetahui hal tersebut dapat 
dilihat dari  hasil wawancara dengan Kabid 
Mutasi, Kasub Pensiun dan 2 (dua) staf 
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pengelola  bahwa pelayanan yang di berikan 
kepada calon pensiunan sudah sesuai dengan 
standar pelayanan yang ada. Dalam hal 
mengenai ketepatan waktu sudah di lakukan 
sesuai dengan harapan calon pensiunan. 
Namun, yang menjadi kendala dalam proses 
administrasi pensiun berkaitan dengan hal 
tersebut adalah calon pensiunan itu sendiri.  
Dengan demikian, berdasarkan 
pernyataan ke empat informan tersebut dan 
pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat 
disimpulkan bahwa waktu pemberkasan 
administrasi pensiun sudah sesuai dengan 
ketentuan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 
(empat) calon pensiunan yang sudah mendapat 
pelayanan administrasi pensiun menegaskan 
bahwa sebagai calon pensiunan yang 
mengurus administrasi pensiun di Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, sangat mengharapkan pelayan yang 
tepat waktu dari staf pengelola administrasi 
pensiun, dan itu sudah mereka dapatkan. 
ketepatan waktu dalam proses administrasi 
pensiun sudah sesuai dengan harapan yang 
diinginkan. Hal ini sesuai dengan harapan dari 
pendapat para ahli pada aspek kehandalan, 
yang mana kemampuan petugas pemberi 
layanan dalam memberikan pelayanan yang 
sesuai dengan SOP dan tepat waktu telah 
ditetepakan secara akurat dan terpercaya 
sesuai dengan harapan masyarakat. 
 
Responsiveness (daya tanggap) 
Dimensi Responsiviness adalah 
kesediaan untuk membantu pengguna layanan. 
Hal ini merujuk pada daya tanggap petugas 
pelayanan yang akan meningkatkan rasa 
nyaman pengguna layanan. Meskipun 
organisasi publik tidak memiliki masalah akan 
kehilangan pelanggan, tetapi dalam negara 
demokrasi, masyarakat atau warga negara 
adalah fokus utama perhatian dari pemerintah 
sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. 
Dengan demikian, daya tanggap atau 
kesigapan pegawai dalam membantu 
penanganan keluhan masyarakat dan 
memberikan pelayanan merupakan hal penting 
dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. 
Daya tanggap (responsiveness) yaitu 
suatu kebijakan untuk membantu dan 
memberikan pelayanan yang responsif dan 
tepat kepada masyarakat, dengan penyampaian 
informasi yang sangat jelas dengan tidak 
membiarkan masyarakat menunggu terlalu 
lama karena menghasilkan persepsi negatif  
terhadap kualitas pelayanan. Definisi 
Responsiveness (daya tanggap) dalam 
penelitian ini adalah kemampuan untuk segera 
membantu calon pensiunan yang mengalami 
kesulitan dan menangani keluhan secara cepat.  
Mengenai daya tanggap para staf pengelola 
administrasi pensiun di Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat 
dari petikan hasil wawancara dengan Kabid 
Mutasi, Kasub Pensiundan 2 (dua) staf 
Pengelola, yang menerangkan bahwa seluruh 
staf pengelola administrasi pensiun memiliki 
daya tanggap yang baik dalam memberikan 
pelayanan kepada calon pensiunan yang 
mengalami kesulitan. jika jasa yang diterima 
sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 
jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 
jasa yang diterima melampaui harapan 
pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 
ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 
rendah dari pada yang diharapkan, maka 
kualitas jasa dianggap buruk. Mereka selalu 
siap membantu jika ada calon pensiunan yang 
mengalami kesulitan dengan baik. Dengan 
demikian, beberapa petikan hasil wawancara 
tersebut, semakin memperjelas bahwa, 
response sataf pengelola administrasi pensiun 
dalam hal memberikan bantuan terhadap calon 
pensiunan yang mengalami kesulitan 
dilakukan dengan cepat dan tanggap guna 
mewujudkan pelayan yang berkualitas. 
Kemampuan daya tanggap yang baik 
dari para staf pengelola administrasi pensiun di 
BKD Prov. Sulawesi Tengah juga ditunjukkan 
oleh hasil wawancara yang dikemukakan oleh 
4(empat) Calon pensiunan yang sudah 
mendapat pelayanan yang menyatakan bahwa 
daya tanggap yang diberikan oleh staf 
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pengelola administrasi pensiun untuk 
membantu calon pensiunan yang mengalami 
kesulitan sudah baik. Dengan demikian, 
beberapa petikan hasil wawancara tersebut, 
semakin memperjelas bahwa, response staf 
pengelola dalam hal memberikan bantuan 
terhadap calon pensiunan yang mengalami 
kesulitan dilakukan dengan cepat dan tanggap 
sehingga calon pensiunan merasa sangat 
terbantu dan puas dengan proses pelayanan 
yang diberikan.  
 
Assurance (Jaminan) 
Dimensi assurance (jaminan), mencakup 
pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 
sifat dapat dipercaya yang dimiliki penyedia 
jasa dalam memberikan pelayanan. Aspek ini 
merupakan salah satu hal yang paling 
diharapkan oleh masyarakat. Dalam 
memberikan pelayanan, pegawai yang ramah 
akan menjadi salah satu faktor penentu bagi 
pengguna layanan untuk memberikan 
penilaian yang baik atas pelayanan yang 
disajikan. Hal penting lainnya adalah 
pengetahuan dan cara menyampaikan/ 
menjelaskan yang dilakukan oleh petugas 
layanan. Semakin ramah dan sopan 
penyampaian yang diberikan, maka akan 
semakin baik penerimaan oleh pengguna 
layanan yang disajikan. 
Aspek jaminan yaitu hal yang meliputi 
pengetahuan staf pengelola administrasi 
pensiun, keramah tamahan, perhatian, dan 
kesopanan dalam memberikan informasi, 
sehingga menimbulkan rasa aman dan 
kepercayaan calon pensiuan terhadap BKD 
Prov. Sulteng, sifat yang dapat dipercaya dari 
para staf, bebas dari bahaya, resiko, ataupun 
keraguan. Pengetahuan dan sopan santun para 
staf pengelola dapat menumbuhkan rasa 
keyakinan calon pensiuan kepada staf 
pengelola administarsi pensiun. Dengan kata 
lain Assurance adalah pengetahuan terhadap 
pelayanan yang diberikan, sopan santun staf 
pengelola dalam memberikan pelayanan, serta 
kemampuan dalam menanamkan kepercayaan 
dan keyakinan calon pensiunan terhadap 
pelayanan yang diterima. 
Assurance yang mencakup keterampilan 
para staf pengelola dalam melayani calon 
pensiuanan selalu berlandaskan etika dan 
jaminan keamanan dari staf pengelola 
administrasi pensiun pada calon pensiunan 
saat mengurus administrasi pensiun. Adanya 
jaminan keamanan, keramahan, serta sopan 
santun yang diberikan oleh petugas akan 
membuat calon pensiunan merasa nyaman 
ketika mengurusrasi pensiun. 
Selain itu, ketika jaminan yang 
diinginkan oleh calon pensiunan dapat 
dipenuhi oleh staf pengelola administrasi 
pensiun melalui pengetahuan, keterampilan, 
kesopanan, dan keramahan, maka akan 
membuat calon pensiunan merasa dihargai 
sehingga mereka puas dengan pelayanan yang 
diberikan. Hubungan jaminan dengan kualitas 
pelayanan adalah jaminan membentuk kualitas 
pelayanan . Semakin baik persepsi calon 
pensiunan terhadap jaminan yang diberikan 
oleh staf pengelola administrasi pensiun, maka 
nilai pelayanan juga akan semakin tinggi/ 
berkualitas. Lebih lanjut, jika persepsi calon 
pensiunan terhadap jaminan yang diberikan 
buruk, maka kepuasan calon pensiunan juga 
akan semakin rendah. Mengenai hal tersebut 
dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 
Kabid Mutasi, Kasub Pensiun dan 2 (dua) staf 
pengelola, yang menerangkan bahwa bahwa 
pegawai dalam melayani masyarakat akan 
dinilai baik jika menunjukkan sikap sopan dan 
ramah dalam melayani masyarakat. Staf 
pengelola administrasi pensiun sudah 
melakukan pelayanan dengan baik, dengan 
menunjukkan perilaku yang sopan dan ramah 
terhadap calon pensiuan yang mengurus 
administrasi pensiun. hasil pengamatan yang 
di lakukan oleh penulis, staf pengelola 
administrasi pensiun telah menunjukan sikap 
sopan dan ramah terhadap calon pensiunan. 
Hal ini karena pelayanan yang berkualitas 
salah satunya dapat ditunjukkan oleh 
kemampuan dalam memberikan layanan. Hasil 
pengamatan yang di lakukan oleh penulis, staf 
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pengelola administrasi pensiun telah 
menunjukan sikap sopan dan ramah terhadap 
calon pensiunan. Hal ini karena pelayanan 
yang berkualitas salah satunya dapat 
ditunjukkan oleh kemampuan dalam 
memberikan layanan. Hal ini dapat dilihat dari 
pernyataan informan yang lainya yaitu 4 
(empat) calon pensiuan yang sudah mendapat 
pelayanan menyatakan bahwa bahwa staf 
pengelola administrasi pensiun memiliki sikap 
sopan dan tutur kata yang baik dalam 
memberikan pelayanan kepada calon 
pensiunan. Selain itu aspek assurance dalam 
kualitas pelayanan administrasi pensiun juga 
dapat dinilai dari pengetahuan staf pengelola 
administrasi pensiun dalam memberikan 
pelayanan terutama yang berhubungan dengan 
pengurusan pensiun. Pengetahuan yang baik 
dapat memberikan kontribusi tumbuhnya 
kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, 
dalam mewujudkan kualitas pelayanan terkait 
dengan dimensi jaminan, maka aspek 
pengetahuan yang dimiliki oleh staf pengelola 
administrasi pensiun  harus ditingkatkan. 
Adapun soal jaminan dapat dilihat dari 
hasil wawancara dengan Kabid Mutasi, Kasub 
Pensiun dan 2 (dua) staf pengelola yang 
menyatakan bahwa pengetahuan petugas 
dalam memberikan pelayanan sudah sangat 
baik karena sudah mengikuti SOP yang telah 
ditentukan dan sudah memiliki pengalaman 
yang cukup dalam hal pengurusan administrasi 
pensiun. jaminan akan berpengaruh pada 
kepuasan calon pensiunan karena yang 
diinginkan oleh calon pensiuan dapat dipenuhi 
oleh staf pengelola administrasi pensiun 
melalui pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki pegawai tersebut. Semakin baik 
persepsi masyarakat terhadap jaminan yang 
diberikan maka nilai pelayanan juga akan 
semakin tinggi/berkualitas. Dan jika persepsi 
masyarakat terhadap jaminan yang diberikan 
buruk maka kepuasan masyarakat juga akan 
semakin rendah. Seperti yang telah 
dikemukakan oleh 4 (empat) calon pensiunan 
yang sudah mendapatkan pelayanan bahwa 
pengetahuan yang dimiliki oleh staf pengelola 
sangat memadai, artinya para petugas tersebut 
memiliki pengetahuan sesuai dengan keahlian 
di bidangnya. Pengetahuan tersebut diperoleh 
sebagai dampak dari rutinitas mereka saat 
memberi pelayanan administrasi pensiun serta 
mengikuti SOP yang berlaku. 
 
Empathy (empati) 
Dimensi Empathy adalah kepedulian dan 
perhatian terhadap pengguna layanan secara 
individu yang diberikan oleh pihak penyedia 
layanan. Setiap kegiatan/aktifitas pelayanan 
memerlukan pemahaman dan pengertian 
dalam kebersamaan, asumsi, atau kepentingan 
terhadap suatu hal yang berkaitan dengan 
pelayanan. Pelayan akan berjalan dengan 
lancar dan berkualitas apabila setiap pihak 
yang berkepentingan memiliki rasa empati 
(empathy) untuk menyelesaikan atau 
mengurus serta memiliki komitmen yang sama 
terhadap pelayanan. Pihak yang memberikan 
pelayanan harus memiliki rasa empati dalam 
memahami masalah dari pihak yang ingin 
dilayani. Pihak yang dilayani sebaiknya juga 
memahami keterbatasan dan kemampuan 
orang yang melayani sehingga timbul 
keterpaduan perasaan antara pihak yang 
melayani dan dilayani. Dari segi penyedia 
layanan, setiap bentuk pelayanan yang 
diberikan kepada orang yang dilayani harus 
ada empati terhadap berbagai masalah yang 
dihadapi orang yang membutuhkan pelayanan. 
Pihak yang menginginkan pelayanan 
membutuhkan rasa peduli dalam segala bentuk 
pengurusan pelayanan. Pihak yang melayani 
merasakan dan memahami kebutuhan akan 
tuntutan pelayanan yang cepat, mengerti 
berbagai bentuk perubahan layanan yang 
mampu mengatasi keluh kesah pelanggan, 
sehingga pelayanan tersebut berjalan sesuai 
dengan aktifitas yang diinginkan. 
Kepedulian yaitu perhatian khusus dari 
staf pengelola administrasi pensiun terhadap 
segala keinginan dan keluhan calon pensiunan, 
dan adanya komunikasi yang baik antara staf 
pengelola administrasi pensiun dengan calon 
pensiunan. Dengan adanya perhatian khusus 
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dan komunikasi yang baik, maka akan 
menciptakan pelayanan yang berkualitas. Hal 
ini karena pengguna layanan merasa 
diperhatikan oleh penyedia layanan yaitu 
kebutuhan dan keluhannya ditanggapi secara 
baik oleh pihak pelayan. Oleh karena itu, staf 
pengelola administrasi pensiun selaku 
penyedia layanan harus memiliki sikap empati 
kepada calon pensiunan sehingga terwujud 
kualitas pelayanan melalui dimensi ini 
sehingga dapat menunjang tujuan organisasi 
itu sendiri. Oleh sebab itu indikator yang dapat 
diukur dari empathy dalam penelitian ini 
adalah keadilan yang diberikan kepada calon 
pensiunan dalam pengurusan administrasi 
pensiun serta perhatian individu dan usaha 
mengetahui keinginan dan merasakan sesuatu 
yang dialami oleh calon pensiunan. Untuk 
menilai mengenai empati yang dimiliki oleh 
staf pengelola administrasi pensiun, maka 
dapat dilihat dari hasil wawancara yang 
dilakukan oleh penulis dengan informan Kabid 
Mutasi, Kasub Pensiun dan 4 (empat) staf 
pengelola yang menyatakan bahwa tidak ada 
perlakuan membeda-bedakan antara calon 
pensiunan yang satu dengan yang lainnya, 
maka calon pensiunan akan merasakan 
keadilan dalam prosedur pengurusan Pensiun. 
Selama persyaratan mereka memenuhi syarat 
maka para staf pengelola administrasi pensiun 
akan melakukan pelayanan sesuai dengan 
aturan di bidang pelayanan sehingga akan 
menimbulkan rasa keadilan di seluruh calon 
pensiuan yang akan melakukan pengurusan 
pensiun. Perilaku adil sangatlah penting dalam 
membangun citra pelayanan publik sehingga 
masyarakat akan merasa puas atas pelayanan 
yang selama ini mereka rasakan. Berdasarkan 
pernyataan tersebut dan hasil pengamatan 
langsung penulis, staf pengelola administrasi 
pensiun sudah mengupayakan pelayanan yang 
adil tanpa membedakan siapapun calon 
pensiuan sebagai pemohon yang mengurus 
pensiun. 
Menurut pengamatan penulis di 
lapangan, staf pengelola administrasi pensiun, 
ketika melayani calon pensiunan sudah 
mengupayakan pelayanan yang adil sesuai 
dengan aturan prosedur yang ditetapkan tanpa 
membeda-bedakan orang yang satu dengan 
lainnya. Selama berkas persyaratan telah 
memenuhi syarat dengan baik dan lengkap 
maka proses administrasi sampai pada 
penerbitan SK Pensiun akan diproses 
sebagaimana mestinya. 
Adapun hasil wawancara dengan 4 
(empat) calon pensiuanan menyatakan bahwa 
para staf pengelola administrasi pensiun tidak 
membedakan berkas  antaracalon pensiunan 
yang stau dengan yang lainnya. Selama 
persyaratan mereka memenuhi syarat, para staf 
pengelola akan memberikan pelayanan sesuai 
prosedur yang berlaku sehingga akan 
menimbulkan rasa keadilan bagi seluru calon 
pensiunan yang hendak mengurus administrasi 
pensiun. 
Demikian pula berdasarkan hasil 
pengamatan yang lakukan oleh penulis secara 
langsung, bahwa kualitas pelayanan 
administrasi pensiun jika dilihat dari aspek 
empati (emphaty),  ditunjukkan dengan sikap 
yang adil oleh pengelola administrasi pensiun 
dalam melayani calon pensiun.  Tanpa 
membeda-bedakan keluarga dekat, teman 
kerabat serta pejabat atau atau  staf 
biasa,semuanya harus melalui tahapan proses. 
Baik itu kelengkapan berkas persyaratan 
sampai penerbitan dan penyerahan  SK 
pensiun.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan tentang Kualitas Pelayanan 
Administrasi Pensiun Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan 
menggunakan 5 (lima) Indikator dari Zeithaml, 
Parasuraman dan Berry (Pasolong, 2007:135), 
dapat di simpulkan bahwa kualitas pelayanan 
administrasi pensiun belum maksimal, hal ini 
terlihat berdasarkan hasil penelitian dan 
dibuktikan dengan 5 aspek yang dijadikan 
tolak ukur dalam penelitian hanya empat fokus 
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kajian yang terpenuhi yaitu Indikator 
Reliability (keandalan), Responsiveness (Daya 
Tanggap), Asurance (jaminan) dan Empathy 
(Empati).  Indikator Tangibles (bukti fisik) 
belum memadai karena dari hasil wawancara 
diketahui ternyata sarana dan prasarana 
penunjang yang belum memadai, seperti 
adanya  pendingin ruangan tidak berfungsi, 
ruangan pelayana yang kecil, Ketersediaan 
Toilet/WC yang layak pakai masih kurang 
sehingga menimbulkan ketidak nyamanan para 
calon pensiunan. Selain itu, area parkir yang 
belum sesuai pengaturannya, seperti tidak 
adanya pemisahan area parkir antara Pegawai 
BKD Prov. Sulteng dengan Calon Pensiunan 
ataupun pengunjung sehingga agak kesulitan 
untuk parkir kendaraan.  
 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 
rekomendasi terkait kualitas pelayanan 
administrasi pensiun di Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 
sebagai berikut: 
1.  BKD Provinsi Sulawesi Tengah perlu 
melakukan pembenahan  terhadap sarana 
penunjang yang lebih memadai yang 
menjadi kebutuhan calon pensiunan/ 
pengunjung BKD, seperti perbaikan 
terhadap pendingin ruangan (AC). 
2. Penambahan Toilet/WC yang layak 
digunakan.  
3. Perluasan ruang pelayanan administrasi 
pensiun.  
4. Penertiban area parkir agar memudahkan 
dan memberi kenyamanan bagi penginjung/ 
Tamu yang datang. 
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